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Lampiran D=
Hal Imbauan
Kepada Yth:
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga
Di
Tempat

A. Dasar Hukum

1.

Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang — Undang Nomor 1 Tahun
2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang — Undang;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang
perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun
2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam masa kampanye pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota dalam
Pemilihan Tahun 2024, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang menyebutkan:

(1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
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(2) Pengawasan penyelenggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh
Bawaslu Provinsi.

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota
dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

. Bahwa Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan
Umum menyebutkan bahwa: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas
melakukan pencegahan terhadap:

a. Pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan

b. Sengketa proses pemilu.

Bahwa dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan

dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Tahun 2024 disebutkan bahwa tahapan kampanye dilaksanakan dimulai pada tanggal

25 September s.d 23 Oktober 2024.

Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses, serta memastikan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun

2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses

penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien, maka Bawaslu Kabupaten Purbalingga

mengimbau kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga untuk:

(1) Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun
2024, yang dilaksanakan pada Kamis 10 Oktober 2024;

(2) Bahwa tindaklanjut sebagaimana pada poin (1) dilaksanakan dengan melaksanakan penertiban
Alat Peraga Kampanye (APK) yang dianggap melanggar;

(3) Bahwa tindaklanjut berupa penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dilaksanakan di seluruh
wilayah Kabupaten Purbalingga, dan diawali dari wilayah Kecamatan Purbalingga dan
Kalimanah;

(4) Bahwa dalam melaksanakan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK), Satuan Polisi Pamong
Praja harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Alat Peraga
Kampanye (APK).

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan

terimakasih.

Tembusan :

1.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);

2. Bupati Kabupaten Purbalingga;
3. Arsip.



